KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : 131/KPN.W16-U6/SK.OT1.6/1V /2025

TENTANG

KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR :
934/DJU/SK/OT1.6/111/2025 TENTANG PEMBAHARUAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN PELAYANAN
PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DI

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS 11

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS 11,

L a.

bahwa terdapat perkembangan pada internal Organisasi
Pengadilan Negeri Buntok di bidang kepaniteraan, khususnya
dalam pelayanan permohonan penetapan olech penyidik serta
pelimpahan berkas perkara oleh Penuntut Umum yang semula
diselenggarakan secara manual menjadi dalam jaringan, maka
disusun standar operasional prosedur scbagai bentuk
penjaminan mutu pelayanan yang harus diberikan;

bahwa untuk meningkatkan kinerja satuan kerja dan pelayanan
peradilan bagi masyarakat di lingkungan peradilan umum,
diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan
sebagai pedoman kerja pada seluruh Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri,

bahwa dengan adanya berbagai perubahan kebijakan terkait
tata cara penyelesaian perkara dan layanan pengadilan maka
SOP Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri yang ditetapkan tahun 2022 perlu diperbarui dan
disempurnakan agar lebih efisien, efektif, transparan dan
akuntabel;

bahwa berdasarkan point a, point b dan point c terscbut ditas,
maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas Il membuat Surat
Keputusan Tentang Pemberlakuan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Pelayanan Pengadilan
di Pengadilan Negeri Buntok Kelas [1 tahun 2025;

. Undang-Undang nomor 11 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung Rl sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua
dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang - Undang...



Menetapkan

KEDUA

KEEMPAT
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3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-Undang

Nomor 8 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009
tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi clcktronik scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi clcktronik;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2018 Tentang

Administrasi secara elektronik;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku 1l
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkahmah Agung Nomor 2-

144 /KMA/SK/VIII /2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik di Pengadilan;

9. Keputusan Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
934/DJU/SK.OT1.6/111/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang
Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan
Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tingg dan
Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN
PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan

Layanan Pengadilan pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan
Umum adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat
Keputusan ini.

: Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di
Pengadilan Negeri Buntok Kelas I1

: Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis

dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus
menerus dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan
organisasi.

: Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku, maka Surat

Keputusan Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sccara berkala
setiap bulan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Negeri Buntok
Kelas 11

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  : Buntok
Pada tanggal @ 14 April 2025




&

LAMPIRAN : 1
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS I
NOMOR 131 /KPN.W16-U6/SK.OT1.6/1V /2025
TANGOAL : 14 April 2025
1. SOP KEPANITERAAN PIDANA
' MAHKAMAH AGUNG R.|
| Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
‘ Jin. Jend. A, Yani Kav. 58. Bypass, Cempaka Putuh, Jakarta Pusat
DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PIDANA
NO NAMA SOP NOMOR SOP
1 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 478/DJU/OT.01.6/111/2025
BIASA (DEWASA)
2 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK|  479/DJU/OT.01.6/11/2025
JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL
3 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK|  480/DJU/OT.01.6/11/2025
JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK
a SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 481/DJUIOT.01.6/11112025
SINGKAT
5 SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA 482/DJUIOT.01.6/111/2025
TINDAK PIDANA TIPIRING
6 SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG 483/DJU/OT .01 6/11112025
7 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING 484/DJUIOT.01.6/1112025
8 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING 485/DJU/OT.01.6A11/2025
PEMILU
) SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI 486/DJU/OT.01.6/111/2025
10 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA 487/DJU/OT.01.6/11/2025
11 | SOP PERMOHONAN GRASI 488/DJU/OT.01.6/111/2025
12 | SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN 489/DJUIOT.01.6/111712025
13 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 490/DJU/OT.01.6/11112025
PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3)
14 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 491/DJU/OT.01.6/111/2025
PENAHANAN OLEH PERMINTAAN PENUNTUT UMUM
PASAL 25
15 | SOP PERMOHONAN IJIN/ PERSETUJUAN BESUK 492/DJU/OT.01.68/11112025
(PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN PERIKANAN)
16 | SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 493/DJU/OT.01.6/111/2025
PENAHANAN KE PENGADILAN TINGG!I PASAL 29 AYAT
(1) KUHAP
17 | SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA 494/DJU/OT.01.6/111/2025
PIDANA UMUM




NO NAMA SOP NOMOR SOP

18 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN/ 495/DJU/OT.01.6/11/2025
PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN (PERKARA PIDANA
UMUM, TIPIKOR DAN PERIKANAN)

19 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI 496/DJU/OT.01.6/1I12025

20 | SOP IJIN PEMBANTARAN 497/DJUIOT.01.6/1112025

21 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA 498/DJU/OT.01.6M1112025

22 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA 499/DJU/OT.01.6/1112025

23 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN S00/DJU/OT.01.6M1172025
KEMBALI PIDANA

24 | SOP IJIN/ PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK 501/DJU/OT.01.6M11/2025
(PERKARA PIDANA, TIPIKOR DAN

25 | SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN 502/DJU/OT.01.6M11/2025

26 | SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI 503/DJU/OT.01.6M11/2025

27 | SOP IJIN BEROBAT 504/DJU/OT.01.6M11/2025

28 | SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU 505/DJU/OT.01.6M11/2025
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 603DJU/OT.01.6/1I12025
BIASA (DEWASA) SECARA ELEKTRONIK
SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PADA 604/DJU/OT.01.6M11/2025
PENGADILAN NEGER| SECARA ELEKTRONIK

31 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PADA 605/DJU/OT.01.6/11/2025
PENGADILAN NEGERI SECARA ELEKTRONIK

32 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PK PIDANA PADA 606/DJU/OT.01.6M11/2025
PENGADILAN NEGERI SECARA ELEKTRONIK

33 | SOP PERMOHONAN IJIN / PERSETUJUAN BESUK 607/DJUIOT.01.6/11/2025
(PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR, ANAK DAN
PERIKANAN) SECARA ELEKTRONIK

34 | SOP WJIN PEMBANTARAN PENAHANAN SECARA 608/DJU/OT.01.6/1112025
ELEKTRONIK

35 | SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI SECARA 609/DJU/OT.01.6/1172025
ELEKTRONIK

36 | SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK 610/DJU/OT.01.6/11/2025
(PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR, PERIKANAN DAN
ANAK) SECARA ELEKTRONIK

37 | SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN 611/DJU/OT.01.6/11/2025
NIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PERKARA
PIDANA SECARA ELEKTRONIK

38 | SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA 612/DJU/OT.01.6/11712025
PIDANA SECARA ELEKTRONIK

39 | SOP PERMOHONAN PENGALIHAN PENAHANAN 613/DJU/OT.01.6M1/2025

SECARA ELEKTRONIK
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40 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI YANG 814/DJU/OT.01.6/111/2025
TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TENGGANG
WAKTU PADA PENGADILAN NEGERI

41 | SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI YANG 615/DJU/OT.01.6/11/2025
TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

(TIDAK ADA MEMORI KASASI ATAU TERLAMBAT)
PADA PENGADILAN NEGERI

CATATAN:
KELENGKAPAN MATRIKS SOP KEPANITERAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
KEPUTUSAN DIRJEN NOMOR 934/DJU/SK/OT1.6/II1/2025.

Ditetapkan di  : Buntok
: 14 April 2025




5 A

LAMPIRAN : 1I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK

KELAS 1I
NOMOR : 131/KPN.W16-U6/SK.OT1.6/IV/2025
TANGGAL : 14 April 2025
2. SOP KEPANITERAAN PERDATA
MAHKAMAH AGUNG R.I

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58. Bypass, Cempaka Putuh, Jakarta Pusat

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PERDATA

PARTAI POLITIK

NO NAMA SOP NOMOR SOP
1. | SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PERMOHONAN SECARA MANUAL 544/DJUIOT .01.811112025
2. | SOP PERKARA PERDATA GUGATAN / 545/DJUIOT .01.6111/2025
BANTAHAN / PERLAWANAN MEDIASI
BERHASIL
3. | SOP PERKARA PERDATA GUGATAN / 546/DJUIOT.01.61112025
BANTAHAN / PERLAWANAN MEDIASI GAGAL
4. | SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA 547/DJUIOT.01.6/1112025
| PERDATA
5 | PEMBUATAN LAPORAN EMPAT BULAN SOP 548/DJU/OT 01.6/11/2025
PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI
MEMENUHI SYARAT FORMIL
8. | SOP PERMOHONAN KONSIGNASI 549/DJU/OT 01.6/11/2025
(PENGADAAN TANAH)
7. | SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE 550/DJUIOT.01.6/11/2025
NASIONAL
‘8. | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN '552/DJU/OT 01.6/I12025 |
BANDING PERDATA UMUM
9. | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI 553/DJU/OT .01.6/11/2025
PERDATA
10. | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN 554/DJU/OT.01.6/11/2025
PENINJAUAN KEMBALI PERDATA
11. | SOP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN 555/DJUIOT .01.6/11/2025
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
12. | SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN 556/DJU/OT.01.6M11/2025
TERHADAP PUTUSAN BPSK
13 | SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA 557/DJUIOT.01.6/M11/2025

14

SOP PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI
PUBLIK

558/DJU/OT.01.6M1/2025

15

SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN
SEDERHANA

559/DJU/OT.01.6M1/2025




NO

NAMA SOP

NOMOR SOP

16

SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court

584/DJU/OT.01.6/11/2025

17

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/ BANTAHAN /
PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court)
MEDIASI BERHASIL

18

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/
PERLAWANAN SECARA ELEKTRONIK (E-Court)
MEDIASI GAGAL

v — et YYo=

586/DJU/OT.01 6112025

19

SOP PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN
SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK (ECourt)

587/DJU/OT.01.6/M1/2025

20

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR ERKARA
PERDATA

588/DJUIOT,.01.6M11/12025

21

SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA
SECARA ELEKTRONIK (E-Court) PADA PENGADILAN
NEGERI

589/DJU/OT.01.6M11/2025

22

SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI
DENGAN ALASAN KEKELIRUAN / KEKHILAFAN YANG
NYATA PADA PENGADILAN NEGERI

590/DJU/OT.01.6/11/2025

23

SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI
DENGAN ALASAN ADANYA NOVUM PADA
PENGADILAN NEGERI

591/DJU/OT.01.6A11/12025

| SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI

SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) PADA
PENGADILAN NEGERI

636/DJU/OT.01.6/11/2025

25

SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA
KASASI TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
SECARA ELEKTRONIK

637/DJU/OT.01.6M11/2025

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING
PERDATA UMUM SECARA ELEKTRONIK

638/DJU/OT.01.6/111/2025

27

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
PERDATA SECARA ELEKTRONIK

639/DJUIOT.01.6111/2025

28

SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI
TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL/MELEBIHI
TENGGANG WAKTU PADA PENGADILAN NEGERI

640/DJU/OT.01.6/11/2025

CATATAN:
KELENGKAPAN MATRIKS SOP KEPANITERAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
KEPUTUSAN DIRJEN NOMOR 934/DJU/SK/OT1.6/I11/2025.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PENG
KELAS 11,
| HU

. Buntok
: 14 April 2025

ILAN NEGERI BUNTOK
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LAMPIRAN : IlI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK

KELAS 11

NOMOR 131/KPN.W16-U6/SK.OT1.6/1V /2025
TANGGAL : 14 April 2025
3. SOP KEPANITERAAN HUKUM
MAHKAMAH AGUNG R.I

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
Jin, Jend. A. Yani Kav. 58. Bypass, Cempaka Putuh, Jakarta Pusat

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN HUKUM

NAMA SOP

NOMOR SOP

SOP PENANGANAN PENGADUAN PENDELEGASIAN
DARI BAWAS PENGADILAN NEGERI)

571/DJU/OT.01.6A11/2025

KEBERATAN PENGADILAN NEGERI

2. | SOP PENANGANAN PENGADUAN INISIATIF SENDIRI | 572/DJU/OT.01 641112025
PENGADILAN NEGERI

3. | SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS 573/DJU/OT.01.6M11/2025

4. | SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL | 574/DJU/OT.01.6/111/2025

5 | SOP SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT 575/DJUIOT.01.6M11/2025
PERKARA

6. | SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN | 576/DJU/OT.01.6/111/2025
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI

7. | SOP LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN 577/DJUJOT.01.6A1112025
(WAARMEKING)

8. | SOP SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK MELALUI 578/DJU/OT.01.6/11/2025
APLIKASI ERATERANG

9. | SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN 579/DJUIOT.01.6111/2025

10. | SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN | 580/DJU/OT.01.6/11/2025

11.

SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA
KEBERATAN PENGADILAN NEGERI

581/DJU/OT.01.6/11/2025

12.

SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4
BULANAN/ 6 ULANAN / TAHUNAN) PENGADILAN
NEGERI

582/DJU/OT.01.6/111/2025

13.

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ARSIP
BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI

583/DJU/OT.01.6/M11/2025
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CATATAN:
KELENGEKAPAN MATRIKS SOP KEPANITERAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

KEPUTUSAN DIRJEN NOMOR 934/DJU/SK/OT1.6/II1/2025.

Ditetapkan di  : Buntok
Pada tanggal : 14 April 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KE I,
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LAMPIRAN : IV

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK

KELAS 11

NOMOR : [I31/KPN.W16-U6/SK.OT1.6/1V/2025
TANGGAL : 14 April 2025
MAHKAMAH AGUNG R.I

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58. Bypass, Cempaka Putuh, Jakarta Pusat

DAFTAR INDUK SOP EKSEKUSI

NO NAMA SOP NOMOR SOP

1. | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI FIDUSIA 820/DJU/OT.01.6/11/2025

2. | SOP PERMOHONAN LELANG EKSEKUSI HAK 621/DJUIOT.01.6/11/2025
TANGGUNGAN

3. | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI 622/DJU/OT.01.6A11/2025
PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG OLEH
INSTANSI PEMERINTAH

4 | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI 623/DJU/OT.01.6/11/2025
PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

5 | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PENJUALAN 624/DJUIOT.01.6/1112025
LELANG (EXECUTORIAL VERKOOP)

6. | SOP PERMOHONAN PENYEGELAN DALAM 625/DJU/OT.01.6/11/2025
PERKARA NIAGA

7. | SOP EKSEKUSI PENYELESAIAN 626/DJU/OT.01.6/11/2025
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL 827/DJU/OT.01.6/11/2025
SOP PERMOHONAN EKSEKUSI 628/DJU/OT.01.6A11/2025
PENGOSONGAN DALAM PEMBANGUNAN
GUNA KEPENTINGAN UMUM

10. | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK 629/DJU/OT.01.6/11/2025
MEMERINTAHKAN MELAKUKAN SUATU
PERBUATAN TERTENTU

11. | SOP EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE 630/DJU/OT.01.6/1112025
INTERNASIONAL

12. | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP 631/DJU/OT.01.6111/2025
SAHAM DENGAN WARKAT DALAM
PERSEROAN TERBUKA

13. | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP 632/DJUIOT.01.6/11/2025
SAHAM TANPA WARKAT DALAM
PERSEROAN TERBUKA

14

SOP PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP
SAHAM DALAM PERSEROAN TERTUTUP
UNTUK SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM

633/DJU/OT.01.6M112025
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NO NAMA SOP NOMOR SOP

15 | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI TERHADAP
SAHAM DALAM PERSEROAN TERTUTUP 634/DJU/OT.01.6M1112025
UNTUK PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

16 | SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL YANG
BERASAL DARI RISALAH LELANG 635/0JU/OT.01.6/11112025

CATATAN:
KELENGKAPAN MATRIKS SOP KEPANITERAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
KEPUTUSAN DIRJEN NOMOR 934/DJU/SK/OT1.6/I11/2025.

Ditetapkan di  : Buntok
Pada tanggal : 14 April 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KE I,



